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Abstract: Indonesia has a National Police Unit of the Republic of Indonesia (Polri) as an instrument of
the state having a role in maintaining security and order. In Law No.2 of 2002 (Law No. 2 of 2002). The
National Police has a heavy duty in preventing violations, crimes, serving the community, and protecting and
curbing society. Bhabinkamtibmas is a member of the PoliceSector Binmas Unit (Polsek).In Sampit City, data
on general crime rates are quite high. Mentawa Baru KetapangSubdistrict contributed a high level of crime,
whichis precisely located in Mentawa Baru Hilir Village. In 2023, Mentawa Baru Hilir Village had 25 cases
handled by Bhabinkamtibmas. Besides being quite busy withcommunity activities in Mentawa Baru Hilir
Village, there are also many houses that are not occupied. This means that the role of Bhabinkamtibmas has
a very important role to maintain community security. Research objectives To find out how to implement the
Bhabinkamtibmas policy in maintaining the security of Mentawa Baru Hilir Village, Mentawa Baru Ketapang
District, Sampit Cityand to find out what are the obstacles to maintaining the security of Mentawa Baru Hilir
Village, Ketapang District Sampit City. In this study using qualitative research methods. With the informants,
the Head of the Mentawa Baru Ketapang Police, the Head of Mentawa Baru Hilir Village, the
Bhabinkamtibmas Mentawa Baru Hilir, and the Community. The results of this study are that
Bhabinkamtibmas has not been good at carrying out its duties and functions as Community Order and Security
in Mentawa Baru Hilir Village.
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Abstrak: Indonesia memiliki Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat
negara mempunyai peran memelihara keamanan serta ketertiban. Di dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 (UU No. 2 Tahun 2002). Polri memiliki tugas berat dalam pencegahan terjadinya
pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat, dan melindungi serta menertibkan masyarakat.
Bhabinkamtibmas merupakan anggota dari Unit Binmas Kepolisian Sektor (Polsek). Di Kota Sampit,
mempunyai cacatan data tingkat kejahatan umum yang cukup tinggi. Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang memberikan sumbangsih tindak kriminalitas cukup tinggi yang tepatnya berada di
kelurahan Mentawa BaruHilir. Pada tahun 2023 Kelurahan Mentawa Baru Hilir mempunyai 20 kasus
yang ditangani oleh Bhabinkamtibmas. Selain cukup ramai aktivitas masyarakat di Kelurahan
Mentawa Baru Hilir juga banyak rumah warga yang tidak di tempati. Ini artinya peran dari
Bhabinkamtibmas mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga keamanan
masyarakat. Tujuan  penelitian ~ Untuk  mengetahui bagaimana Implementasi  kebijakan
Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa
Baru Ketapang Kota Sampit dan Untuk mengetahui apa saja hambatan — hambatan apa saja dalam
menjaga keamanan Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kota
Sampit.Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan informannya
Kapolsek Ketapang, Lurah Mentawa Baru Hilir, Bhabinkamtibmas Mentawa Baru Hilir, dan
Masyarakat. Hasil penelitian ini adalah bahwa Bhabinkamtibmas belum baik dalam menjalankan
tugas dan fungsinya sebagai Keteriban dan Keamanan Masyarakat di Kelurahan Mentawa Baru Hilir.
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